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Abstrak:
Penelitian ini merupakan penelitian tentang perkembangan 
perekonomian Islam di Kota Bima. Aspek yang disoroti adalah 
aspek pengelolaan system profit sharing mudharabah dalam 
perbankan Syariah yang ada di Kota Bima, antara lain Bank 
Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank NTB 
Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Pengembangan dan 
aplikasi mudharabah dilihat berdasarkan persepsi para Tokoh 
Agama di Kota Bima. Pemilihan mereka sebagai narasumber 
karena dianggap cakap dan berkompeten dalam memahami 
konsep agama dan menyampaikannya ke masyarakat.
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisa pandangan dan 
persepsi Tokoh Agama terhadap praktik mudharabah di 
perbankan syariah di Kota Bima. Sementara jenis penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil 
wawancara dari para narasumber dan selanjutnya dilakukan 
analisa yang mendalam dengan mengacu pada teori. Dari hasil 
analisa data ditemukan secara umum bahwa aplikasi mudharabah 
masih bersifat konvensional mengikuti perkembangan dan 
kebutuhan bank induk yang konvensional. Selain itu hambatan 
penggunaan mudharabah di perbankan syariah dikarenakan 
kurangnya kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak 
seperti para Tokoh Agama. Dari hasil penelitian ini, peneliti 
sangat berharap adanya kelanjutan penelitian yang lebih 
mendalam dari para peneliti berikutnya, lebih khsusus terkait 
aqad yang dilakukan oleh perbankan syariah pada usaha yang 
tidak dapat diprediksi dengan baik.   
Kata Kunci: Persepsi, Tokoh Agama, Profit Sharing, Mudharabah, Bank 
Syariah.
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PENDAHULUAN 
Berbicara aspek muamalah, salah satunya adalah aspek ekonomi 
syariah atau ekonomi Islam. Menurut SM. Hasanuz Zaman dalam 
Abdul Aziz bahwa Ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan 
penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh 
syariah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam panggilan 
dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan 
manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban 
Allah dan Masyarakat1. Mengacu pada pengertian tersebut, pengelolaan 
perekonomian syariah memerlukan lembaga dan sistim pengaturan agar 
tercapai tujuan yang Islami. Pelembagaan pengelolaan perekonomian 
syariah pada saat ini lebih pada bagaimana mengegelola keuangan yang 
berbasis syariah secara institusi.
Lembaga keuangan (financial Institution) adalah suatu perusahaan 
yang usahanya di bidang keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan 
oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah 
penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainya.2
Pengelolaan lembaga keuangan Syariah masih mengalami kendala 
yang cukup signifikan, hal itu terlihat dengan laju pertumbuhan 
hanya berkisar pada angka 8-9% di dua tahun terakhir, sangat jauh 
berbeda dengan 10 tahun lalu yang berkisar pada angka 30%. Kendala 
yang mendasari tidak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah 
khususnya lembaga keuangan perbankan syariah salah satunya adalah 
“pemahaman masyarakat yang masih minim” terhadap produk dan 
aturan pengelolaan lembaga keuangan syariah (Direktur OJK Dhani 
Gunawan Idhat).3 Pemahaman masyarakat yang masih kental dengan 
1 Abdul Aziz. Ekonomi Islam Analisis Mikro&Makro. (Yogyakarta Graha Ilmu. 2008), h. 23
2 Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.  (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), 
h. 65
3 Ada tujuh kendala yang dihadapi oleh lebaga keuangan syariah sebagaimana yang 
dikatakan oleh Dhani Gunawan Idhat (direktur OJK,  antara lain : kurangnya koordinasi 
dengan pemerintah, perbankan syariah kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar 
keuangan lantaran modal masih minim, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya masih menggunakan dana mahal (deposito syariah), produk yang tidak variatif 
dan pelayanan ke publik yang belum memadai, pemahaman masyarakat yang masih minim, 
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sistim konvensioal merupakan bagian yang sudah menggurita, sehingga 
hadirnya sistim syariah diangap sama dan tidak menguntungkan. 
Begitupula yang terjadi dengan sebagian masyarakat yang ada di Bima.
Masyarakat Kota Bima merupakan mayoritas muslim 97,38%4 di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Populasi 159.736/tahun 20155. 
Sebagai wilayah yang berstatus kota, Bima unggul di sektor tersier seperti 
jasa dan perdagangan. Meski demikian, ia juga masih memiliki andalan 
di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Padi yang dihasilkan 
di Bima lebih banyak berasal dari sawah irigasi setengah teknis dengan 
areal terluas berada di Kecamatan Rasanae Timur.
Pada sisi lain, dengan menjadi Kota yang memiliki penduduk 
mayoritas Muslim dan jalur perdagangan startegis maka pelaksanaan 
sistim syariah sudah menjadi suatu keharusan mengingat Perbankan 
Syariah di Kota Bima semakin banyak. Pada pengamatan awal peneliti, 
didapatkan sebanyak 4 Perbankan Syariah yang tersebar dibeberapa titik 
di Kota Bima, antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia 
Syariah, Bank Negara Indonesia 46 Syariah, Bank NTB Syariah6.  Namun 
kenyataan di lapangan, produk Perbankan syariah masih kalah saing 
dengan produk Perbankan konvensional, tidak berbanding lurus dengan 
mayoritas masyarkat muslim yang beradadi Kota Bima.
Fakta menunjukan bahwa perkembangan penggunaan akad profit 
sharing mudharabah di perbankan syariah di Kota Bima mengalami trend 
peningkatan yang kurang masksimal, dari target tahun 2016 mencapai 
25% meningkat, pencapaian sekitar 8%.7 Secara filosofis bahwa akad 
mudharabah merupakan produk yang menginginkan saling membantu 
antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut. Tentu, dalam 
pengelolaan modal tersebut berdasarkan pada aturan yang berlaku dan 
kesepakatan bersama.
penyaluran dan pengawasan yang masih minim, memperkuat arah kebijakan). Lihat http://
www.suara.com/bisnis/2015/11/21/130448/inilah-7-kendala-pertumbuhan-perbankan-syariah-
di-indonesia
4 Data BPK RI http://www.mataram.bpk.go.id/?page_id=786 , diakses tanggal 10 Maret 2017
5 Data BPS https://bimakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/84, diakses tanggal 10 
Maret 2017
6 Pengamatan awal lapangan tanggal 15 Maret 2017
7 Wawancara dengan beberapa karyawan Perbanak Syariah di Kota Bima, tanggal 10 
Agustus 2017
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Pada pengamatan lain.8 dilakukan perbandingan sepintas di 
Perbankan Konvensional dan Syariah dengan membandingkan jumlah 
kartu antrian nasabah yang melakukan transaksi ke teller. Maka 
didapatkan jumlah kartu antrian lebih banyak di Perbankan Konvensional 
dari pada Perbankan Syariah bahkan jumlah kartu antrian yang ada di 
Perbankan Syariah hanya 30% dari total jumlah kartu antrian yang ada 
di Bank Konvensional. 
Selain itu, persepsi Tokoh Agama memiliki andil yang sangat 
strategis dalam mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk 
yang ada di perbankan syariah karena masih minimnya pemahaman 
masyarakat dalam memahami konteks Produk Perbankan syariah, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Asrullah dan Ruslan bahwa tidak 
ada perbedaan yang mencolok antara Bank Syariah dan Bank umum 
lainya9. Sisi lain diungkapkan oleh Husnatul10 bahwa pengembalian 
dana pinjaman dari perbankan syariah sangat banyak, setengah dari 
dana pinjaman awal harus dikembalikan. Maka dengan hal itu perlu 
adanya perbandingan persepsi seperti Persepsi Tokoh Agama yang akan 
menjadi pemandu bagi masyarakat awam. Peran para Tokoh Agama 
sangat essensial dalam penyebaran pemahaman untuk menggunakan 
produk Perbankan Syariah.
Maka, berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa 
perlu dan penting untuk meneliti terkait Persepsi Tokoh AgamaTerhadap 
systim profith sharing Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Kota 
Bima.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana Persepsi Tokoh Agama Terhadap System Profit Sharing 
Mudharabah Dalam Perbankan Syaraih di Kota Bima?
8 Pengamatan kedua tanggal 16 Maret 2017
9 Hasil wawancara awal pada tanggal 10 Maret 2017 “saya masih bingung dengan bagi hasil 
di Bank syariah, tidak ada bedanya dengan Bunga di Bank umum seperti BNI atau BRI karena kalau 
meminjam di Bank Syariah harus kembali lebihnya, apa bedanya dengan bunga kalau sistimnya seperti itu”
10 Hasil wawancara kedua pada tanggal 12 Maret 2017. Husnah merupakan Salah Satu 
Nasabah di Salah satu lembaga perbankan syariah di Kota Bima dan Tokoh Aisyiah di Bima 
mengungkapkan “ saya sudah meminjam sebanyak Rp. 50.000.000.00 selama 60 bulan (5 tahun) dan saya 
harus mengembalikan perbulan Rp. 1.264.000.00 maka selama 60 bulan saya harus kembalikan sebanyak 
Rp. 75.840.000. sebelum itu saya diminta Rp. 600.000.00 sebelum pencairan sebagai administrasi.”
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2. Bagaimana Hambatan Dalam Penggunaan System Profit Sharing 




Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap sensasi11. 
Definisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses mental yang 
menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal 
obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang 
indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu 
dapat disadarinya.12 Dapat dipahami bahwa persepsi merupakan gejala 
jiwa yang dipengaruhi oleh faktor lain baik internal maupun eksternal 
(lingkungan).
Dari pemaparan teori tersebut, persepsi dapat dipahami sebagai 
instrument mendasar dalam menggambarkan bagaimana tindakan 
seseorang untuk menggunakan suatu produk atau barang yang 
ditawarkan. Semakin baik persepsi yang dibangun maka semakin 
mendekati pertimbangan untuk menggunakan atau membeli produk 
tertentu.Informasi yang didaptkan oleh sesorang akan mempengaruhi 
persepsi yang dibangun, sehingga sangat dibutuhkan penyebaran 
informasi yang baik guna menggiring persepsi seseorang.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja, melainkan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun 
yang bersifat eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berkenaan 
dengan keberadaan individu yang bersangkutan, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor pengaruh yang diakibatkan oleh keberadaan 
rangsangan tersebut.
11 Amelia Rahmi, Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja dan Kreatifitas Guru SD 
Islam Nasima, (Semarang: dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Vol XII, 2000), h. 4 
12 Hamid Widodo, Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo Terhadap Piagam Jakarta
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Menurut Jalaludin Rakhmat dengan rinci mengemukakan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut: 
1. Faktor yang bersifat fungsional, diantaranya kebutuhan, pengalaman, 
motivasi, perhatian, emosi dan suasana hati. 
2. Faktor yang bersifat struktural diantaranya intensitas rangsangan, 
ukuran rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan 
rangsangan. 




Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah 
dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu Al-Musyarakah, Al- 
Mudharabah, Al- Muzara’ah, Al- Musaqah, sungguhpun demikian 
prinsip yang paling banyak dipakai adalah Al-Musyarakah, Al-
Mudharabah sedangkan Al-Muzara’ah, Al-Musaqah dipergunakan 
khusus untuk planantion financing atau pembiayaan pertanian oleh 
beberapa bank syariah. Dalam penelitian ini akan dibatasi pembahasan 
teori pada objek profit sharing Al-Mudharabah (Trush Financing, Trust 
Investment). 
a. Al- Mudharabah (Trush Financing, Trust Investment)
1. Pengertian Al-Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 
seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.13
Secara teknis Mudharabahadalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keutungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 
13 Muhammad Rawas Qal’aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha dalam Atonio Syafii 2001.
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selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 
kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, 
si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
2. Landasan Syariah
Secara umum, landasan dasar syariah Mudharabah lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam 
ayat-ayat dan hadits berikut ini.
a. Al-Qur’an
 ٢٠ ...ِ ۡرِض يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱللَّ
َ
۞َوَءاَخُروَن يَۡضُِبوَن ِف ٱۡل
Terjemahannya:
…dan dari orang-orang yang berjalan di muka bui mencari sebagian 
karunia Allah SWT…”(Q.S. Al-Muzammil: 20)
Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari surat di 
atas adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata 
Mudharabah yang berarti “ melakukan suatu perjalanan usaha”. 
 ١٩٨  ... ّبُِكۡمۚ ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗل ّمِن رَّ
َ
لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ
Terjemahannya:
“tidak ada dosa/halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu…
”(Q.S. Al-Baqarah: 198)
Ayat-ayat di atas menunjukkan dan meminta kepada manusia 
untuk melakukan upaya dan perjalanan usaha. Artinya ada isyarat 
agar melakukan upaya dalam mengembangkan usaha baik secara 
perorangan maupun kelompok. 
b. Al-Hadits
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul 
Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 
lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan 
tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. 
Disampikanlah syarat syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan beliaupun 
membolehkanya” (HR. Thabrani)
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3. Jenis-jenis Al-Mudharabah
Secara umum Mudharabah terbagi dalam dua jenis antara lain:
a. Mudharabah Muthlaqah
b. Mudharabah Muqayyadah
4. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah
a. Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk 
pembiayaan dan pendanaan. Sisi penghimpunan dana, al-
mudharabah diterapkan pada:
b. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk 
tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan 
sebagainya; deposito biasa;
c. Deposito special, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus 
bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijrah saja.
5. Pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
a. Pembiayaan modal kerja, perumahan, kepemilikan mobil, 
seperti modal kerja perdagangan dan jasa
b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di 
mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus 
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Sahibul maal.
6. Sistem Al-Mudharabah Dalam Perbankan Syariah
Dalam perbankan syariah praktek mudharabah-nya antara lain:
a. Dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian 
bau (standard contract). Hal ini dilakukan untuk membatasi 
kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan 
dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur 
dalam undang-undang atau setidak-tidaknya diawasi oleh 
dewan pengawas nasional;
b. Bentuk perjanjian dalam bentuk tertulis berupa perjanjian 
nisbah atau bagi hasil;
c. Nisabah berlaku sampai berakhirnya perjanjian
d. Pelaksanaan akad mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah 
yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah;
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e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat membayar, 
bank tidak memberi denda tetapi memberi peringatan;
f. Sistem saling percaya;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Al-Mudharabah
Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional No 105/DSN-MUI/X/2016 
tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, 
Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar juga Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhârabah dan fatwa DSN No: 15/
DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Secara keseluruhan dalam fatwa 
Dewan Syariah Nasional merupakan rujukan bersama bagi pelaku 
perbankan syariah dalam mengaplikasikan Mudharabah.
Secara umum dalam fatwa tersebut memutuskan bagaimana 
mudharabah menjadi produk yang dapat mempercepat pengembangan 
perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat. 
2. Tokoh Agama Dan Sosialisasi Perbankan Syariah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang 
yang terkemuka/terkenal, panutan. 14Tokoh adalah orang yang berhasil 
dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan 
mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Sementara Agama 
Secara bahasa (ad-din) adalah “pembalasan” (al-jaza’). Ad-din (agama) 
juga berarti ketaatan, loyalitas, dan ketundukan diri. sedangkan secara 
istilah Ad-din (agama) juga berarti kekuasaan atau turun seperti raja 
yang mengikat banyak orang. Nabi Yusuf yang menjebak saudaranya 
agar terkesan sebagai pencuri hak milik raja “sebenarnya tidak ingin 
memberlakukan agama (aturan, hukum) Raja Mesir (din- al-Malik) 
kepada saudaranya kecuali atas kehendak Allah.15
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Tokoh agama 
adalah seseorang yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam 
kehidupan beragama yang memiliki pengaruh sehingga orang lain 
dapat menjalankan perintah Tuhan. Keberadaan tokoh agama dalam 
14 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya;Kartika, 1997) h. 68
15 Rifyal Ka’bah, Partai Allah Partai Setan Agama Raja Agama Allah (Yogyakarta: Suluh Press, 
2005), h. 17-19.
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kehidupan bermasyarakat khususnya ber-muamalah atau berekonomi 
secara syariah akan sangat membantu dalam mengubah pemahaman 
masyarakat akan sistem perekonomian syariah khususnya penggunaan 
produk perbankan syariah dalam hal ini profit syaring atau mudharabah. 
Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian 
Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama‟ (plural) dari kata 
„alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama 
berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. 
Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari 
pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, alem diartikan 
seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama‟ dipakai 
dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama‟, ditambah 
perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.16
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil 
penelitian mengenai Persepsi Tokoh Agama terhadap system profit 
sharing yaitu tentang mudharabah dalam Perbankan Syariah di Kota 
Bima. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 
deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 
wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan
PEMBAHASAN HASIL 
Persepsi Tokoh Agama terhadap System Profit Sharing Mudharabah 
Dalam Perbankan Syariah di Kota Bima
Analisa dikelompokkan pada masing-masing Tokoh Agama, hal itu 
dimaksudkan untuk mempermudah dalam membaca persepsi terhadap 
system profit sharing mudharabah, sebagaimana berikut:
16 Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial ( Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 3
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1. H. Eka Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.Si.17
H. Eka Iskandar Zulkarnaen atau biasa disapa dengan Pak Eka 
merupakan salah satu Tokoh Agama yang tersebar di Kota Bima 
memiliki kemampuan dalam memahami konsep Mudharabah. Beliau 
merupakan ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bima 
sekaligus ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bima. Selain 
sebagai penceramah, beliau juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor 
Kementerian Agama Kota Bima dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi 
Pembinaan Masyarakat. Dalam pendapat beliau bahwa perbankan 
syariah di Kota Bima memiliki peluang yang sangat besar untuk meraup 
nasabah sebanyak banyaknya, hal itu karena keberadaan perbankan 
Syariah telah mendapatkan persetujuan dan himbauan oleh Lembaga 
Islam dan Organisasi Islam di Indonesia. 
Keadaan di atas dapat terlihat pada pernyataan beliau yang 
mengatakan bahwa “Ada I’tikad baik dari Majelis Ulama Indonesia 
agar uang ummat Islam dikembalikan ke perbankan syariah selain itu 
Muhammadiyah dan NU berfatwa untuk menggunakan jasa perbankan 
syariah”. Atas dasar pernyataan beliau, sebenarnya perbankan syariah 
sudah harus berada di atas perbankan Konvensional. Namun ada hal 
yang tidak selaras antara konsep, teori dan praktik yang dilakukan oleh 
perbankan syariah. Sehingga hal itu telah menimbulkan keraguan umat 
dalam menggunakan produk perbankan syariah.
Salah satu masalah yang muncul adalah adanya tanda Tanya besar 
dari masyarakat awam yang ingin menggunakan jasa atau produk 
perbankan syariah seperti produk mudharabah. Menurut Pak Eka, bahwa 
mudaharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Bima 
tidak sesuai dengan konsep mudahrabah dalam ilmu fiqh. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh beliau;
“Mudharabah yang dipraktekkan perbankan syariah di Kota Bima 
merupakan praktik yang ada dalam bank Konvensional bukan syariah 
berdasarkan ilmu fiqh.”.
Jika diamati di lapangan bahwa pernyataan pak Eka diperkuat oleh 
data dokumentasi di salah satu perbankan Syariah yang memberikan 
17 Wawancara dilakukan pada Tanggal 12 September 2017
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syarat dan ketentuan tertentu ketika melakukan peminjaman atau 
menabung. Dalam brosur yang disebarkan oleh pihak Bank Syariah, 
untuk melakukan peminjaman dengan aqad mudharabah maka 
diharuskan ada biaya administrasi dan tidak dijelaskan secara detail 
bagaimana proses bagi hasil yang dimaksud. Sementara segala beban 
diserahkan kepada nasabah dan jikalau terlambat pembayaran atau 
jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Selain itu total pengembalian 
lebih besar dari pada nilai pinjaman. 
Sisi lain praktik mudharabah menurut Pak Eka hanya berlaku 
pada tabungan berjangka seperti tabungan Haji dan Tabungan Umrah. 
Memang beliau mengakui adanya Nisbah dan saling meridhoi atau setuju 
antara shahbul maal dengan mudharib namun hal itu bukan jaminan 
atas shahibul maal langsung mendapatkan jatah untuk berangkat haji/
umrah. Tidak dijelaskan oleh pihak Bank sebagai pengelola keuangan 
nasabah bahwa keuangan yang mereka tabung digunakan untuk apa 
dan bagaimana cara menggunakannya. Hal itu diungkapkan oleh beliau 
bahwa:
“Kalau tabungan berjangka saya pikir di situ berlaku hukum saling merelakan 
namun ada hal yang sangat tidak sesuai, anda menabung haji, sementara 
anda tidak langsung berangkat haji, lalu keuangan anda yang simpan 
diapain? Anda kan tidak tahu di situ, sementara nasabah tidak diberikan 
informasi dari awal, menggunakan aqad apa di situ, apa murabahah atau 
mudaharbah, kalau anda menggunakan aqad murabahah maka anda hanya 
mencari keuntungan ekonomi semata, tidak menyejahterakan umat, jauh 
dari niat saling tolong menolong”.
Pak Eka juga menyinggung bagaimana pihak perbankan melakukan 
praktik mudharabah dengan menggunakan agunan atau jaminan. Secara 
teori bahwa mudharabah dalam transksinya sangat mengedepankan 
saling percaya satu sama lain, walaupun memang ada kesulitan untuk 
mengontrol seperti apa konsep saling percaya itu sendiri. Temuan ini 
diperkuat oleh pernyataan beliau yang mengatakan bahwa “Jaminan 
dalam mudharabah perbankan syariah adalah al amanah; kepercayaan 
antara kedua belah pihak, tidak meminta agunan atau jaminan yang 
berlebihan”. Begitu juga dengan aplikasi pada pembiayaan baik 
pembiayaan modal kerja/usaha atau pembiayaan perumahan atau 
kepemilikan terhadap kendaraan, pernyataan dari beliau mengatakan 
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bahwa :
“Mudharabah Pembiayaan di bank syaraiah benar benar tidak sesuai syariah, 
masa anda mau punya mobil dan bank yang bayarkan seentara anda kredit 
ke bank syariah maka anda bisa kalkulasikan jumlah pengmbalian anda bisa 
membeli dua mobil yang anda miliki; begitu juga anda mau memiliki rumah”. 
Dalam aplikasi mudaharabah di perbankan syariah salah satunya 
adalah pembiayaan perumahan atau kredit mobil. Secara aplikatif, 
di masing-masing bank praktiknya ada yang berbeda satu sama lain, 
di antaranya seperti Bank Syariah Mandiri yang lebih mencari aman 
dengan menggunakan aqad murabahah. Aqad ini tidak terikat dengan 
salah satu usaha tertentu tetapi diberikan kebebasan kepda kedua belah 
pihak agar membuat contract yang saling mengikat antara satu dengan 
yang lain. Hal itu diungkapkan oleh salah satu karyawan BSM unit Bima 
“ bahwa kami lebih memilih menggunakan akad murabah dalam hal 
pembiayaan”. Ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang diungkapkan 
dengan Pak Eka di atas dari apa yang disampaikan ole pihak Bank 
sehingga hal ini bisa dijembatani dengan bentuk kerja sama yang intens 
dari pihak perbankan sendiri terutama dengan para Tokoh Agama.
2. Ust. Muhammad Ayyub, S.EI.18
Ustadz Muhammad Ayub atau biasa disapa dengan ust. Ayub 
merupakan salah satu tokoh Agama yang juga dikenal sebagai salah satu 
aktivis ekonomi syariah yang ada di Kota Bima. Keseharian beliau selain 
sebagai penceramah, juga sebagai pengusaha kuliner. Beliau sempat 
bekerja pada salah satu perbankan syariah di Kota Bima, namun karena 
adanya perbedaan antara teori dan praktik yang ada diperbankkan syariah 
maka beliau memilih untuk mengundurkan diri. Hal itu beliau lakukan 
agar terhindar dari kekecewaan yang berlebihan dari pengetahuan yang 
sudah beliau dapatkan.
Beliau mengatakan bahwa secara umum keberadaan perbankan 
syariah merupakan imbas dari perkembangan perekonomian atau krisis 
moneter yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998. 
“Bank syariah itu efek dari respon pada perkembangan perekonomian di 
Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998, walaupun memang jauh 
18 Wawancara dilakukan pada Tanggal 25 September 2017
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sebelumnya sudah ada Bank Muamalah pada tahun 1992. Bank Muamalah 
dapat bertahan pada tahun 1998 pada krisis moneter karena keunggulan 
Profit sharing, maka itu dilihat oleh bank bank Konvensional dan menjadi 
pertimbangan untuk dibukakanya windows atau pintu untuk bank sayriah”. 
Profit sharing merupakan ciri khas dari perbankan syariah. Hal itulah 
yang membuat perbankan syariah bisa bertahan dari guncangan ekonomi 
saat itu. Salah satu produk dari profit sharing itu adalah mudharabah 
yang memiliki ciri saling menguntungkan antara pihak bank dengan 
nasabah. Itu ditegaskan oleh beliau dalam pernyataanya “Profit sharing 
tidak berimbas pada naik turunya suku bunga, bagi hasil itu diberikan 
atas usaha yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank itu sendiri”. 
Mudharabah sebagaimana dalam teorinya, akad kerja sama usaha antara 
dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak.
Namun konsep mudharabah sebagaimana teorinya tidak sejalan 
dengan yang dipraktikkan oleh perbankan syariah khusunya yang ada 
di Kota Bima. 
“Antara teori dan aplikasi di bank syariah, mudharabah sangat 
mengecewakan, antara teori dan praktik tidak sngkron walaupun ada 
pengawasan dari Dewan Syari’ah Nasional, khususnya praktik di syirkah 
mudharabah itu sebenarnya rugi dan untungnya harus dibagi tidak 
boleh ada satu pihak yang hanya mengambil untungnysa saja sementara 
rugi tidak mau diemban. Dalam bank Konvensional segala beban hanya 
di berikan ke nasabah, pihak bank hanya mngejar perekonomian dan 
keuntungan semata. Bank syari’ah pragmatis dengan pola lama yaitu pola 
Konvensional, sehingga itu hanya sekedar nama bagi hasilnya, yang ada 
itu konsep syari’ah ini dibaja demi kepentingan kepentingan Konvensional 
karena dia tidak mau kehilangan pangsa pasar yang masyoritasnya muslim, 
sehngga bank Konvensional membuka wondows syariah walaupun itu 
hanya penamaan penamaan saja”
Pernyataan yang dilontarkan oleh Ust Ayyub merupakan didasari 
oleh pengalaman langsung beliau ketika bekerja dan melakukan 
dialog dengan pihak perbankan syariah. Hal itu beliau lakukan agar 
pendekatan dalam mempraktikkan mudharabah benar-benar sesuai 
dengan keinginan syariah. Tujuan utama dalam perekonomian syariah 
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itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan filosofisnya adalah 
husnu zon (berprasangka baik). Jika melakukan transaksi dengan 
menggunakan aqad mudharabh maka tidak perlu ada jaminan yang 
berlebihan seakan tidak percaya dengan pihak nasabah. Selain itu, kalau 
masih ada penetapan pengembalian pinjaman sejak awal maka hal itu 
bukanlah praktik mudharabah yang benar, karena pembagian nisbah itu 
berlaku di akhir. Jika ditetapkan dari awal, maka semua dibebani pada 
pihak peminjam atau nasabah tanpa mau tahu terkait perkembangan 
usaha nasabah. 
”Kalau mau pinjam ada agunan tetap saja ada jaminan, kreditnya 
minimal sekian, pengembalian harus sekian dalam jangka waktu 
sekian, ada kelebihan dalam pengembalian; padahal dalam filosofis 
syariah prinsip utama yang dipakai adalah husnul zon walaupun 
memang diperbolehkan ada jaminan namun itu bukan sesuatu yang 
harus dipatenkan”
Pernyataan beliau didasari pada hadits Rasulullah SAW “bagi 
orang yang meminta itu ada hak meskipun dia datang dalam keadaan 
mengendarai kuda”, dalam pemahaman beliau bahwa kuda yang ia 
kendarai merupakan lambang kekayaan yang ia miliki. Hal itu senada 
yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab r.a “ketika mendapatkan 
orang-orang yang sedang duduk-duduk di masjid dan beliau bertanya 
mengapa mereka duduk di situ, dan mereka menjawab bahwa mereka 
sedang menunggu rizkinya Allah, lalu Umar berkata bahwa rizki tidak 
akan datang dengan hanya menunggu, lalu mereka mengatakan bahwa 
tidak memiliki apa-apa, Kemudian Umar memberikan mereka kapak, 
besi dan sebidang tanah untuk digarap”. Atas dasar filosofis seperti ini 
seharusnya perbankan dalam mempraktikkan mudharabah, motif utama 
adalah husnu zon (prasangka baik). 
Memandang pernyataan tersebut, sebenarnya pihak perbankan 
bisa melakukan langkah antisipasi dengan mengedepankan kontrak/
kesepakatan yang mengikat untuk mendapatkan keuntungan bersama. 
Secara teori mudharabah diberikan kebebasan antra kedua belah pihak 
untuk membangun kerja sama yang baik, tidak membebani usaha 
tersebut pada satu pihak sehingga terkesan satu pihak tidak menerima 
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resiko merugi. 
Sementara pada tataran aplikasi mudharabah diperbankkan 
syariah beliau menilai tidak ada bedanya dengan praktik pada bank-
bank konvensional, baik itu tabungan berjangka, deposito, pembiayaan 
maupun investasi, hal itu sama saja, yang membedakan hanya pada 
penamaannya saja. Sebagaimana yang beliau katakan “pada Pola kerja 
produk mudhrabah seperti deposito, pembiayaan, tabungan berjangka 
maupun investasi itu masih menggunakan pola Konvensional, yang 
membedakan hanya pada penamaan-penamaan saja”. Hal itu beliau nilai, 
motif pelaksanaan aplikasi mudharabah bermotif meraup keuntungan 
secara ekonomis, tidak pada motif amaliah. Dalam perbankan syariah 
tidak ada yang memiliki produk qardul hasan yaitu dana untuk nasabah 
yang benar-benar membutuhkan karena terkena musibah, bencana atau 
pengobatan. Itu merupakan standar penilaian apakah produk-produk 
lain seperti mudharabah didasari atas motif husnu zon pada pihak 
nasabah.  
Sisi lain beliau menilai mengapa pelaksanaan mudharabah masih 
bergantung pada aspek konvensional, disebabkan karena sumber daya 
manusia yang bekerja di perbankan syariah adalah orang-orang yang 
berlatar belakang dari konvensional yang diberikan short course pada 
tataran aplikatif sehingga mereka tidak mendapatkan filosofis mendasar 
syariahnya. 
3. Drs. H. Ramli Ahmad, M.Ap19
Drs. H Ramli Ahmad,M.Ap adalah Pimpinan Pondok Pesantren Al-
Husaini Kota Bima, salah satu Pondok Pesantren tertua di Kota Bima, 
selain itu beliau juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bima. 
Selain dikenal sebagai Tokoh Agama, beliau sangat dikenal sebagai 
Tokoh yang memiliki suara emas dalam membaca al-Qur’an. Beliau 
pernah menjadi Juara Qori Internasional di Makkah pada tahun 1984. 
Menurut pendapat Beliau bahwa mudharabah dalam bank syariah 
yang ada di kota Bima belum sepenuhnya mempraktikkan secara syar’i. 
Berdasarkan pengalaman pribadi yang beliau lakukan dengan salah satu 
19 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2017
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bank syariah di Kota Bima, ketika beliau melakukan peminjaman dengan 
aqad mudharabah beliau mendapatkan penjelasan ada penetapan 
pengembalian nilai pinjaman, kalau dikalkulasikan dari sekian bulan, 
maka ada kelebihan yang sangat signifikan antara nilai pinjaman dengan 
nilai pengembalian. Hal itu beliau katakan “saya sebagai nasabah bank 
syariah aktif melakukan penyimpanan dan peminjaman, namun juga di 
bank konvensional hanya melakukan penyimpanan dan penarikan saja, 
ketika melakukan pinjaman secara mudharabah dengan bank syariah 
saya mendapatkan kelebihan pengembalian yang cukup signifikan”
Beliau sangat mengerti tentang konsep mudharabah yang ada pada 
bank syariah, dan menurut beliau bank syari’ah di kota Bima belum 
melakukan itu, dan masyarakat yang melakukan transaksi di bank syariah 
juga umumnya belum paham yang dimaksud dengan mudharabah, 
adapun tanggapan beliau tentang hal ini, perlu ada sosialisasi yang 
intens terhadap masyarakat 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau bahwa “harus ada 
sosialisasi yang intens kepada masyarakat tentang mudharabah yang ada 
di bank syariah, biar masyarakat paham, karena masyarakat umumnya 
hanya mengetahui bahwa namanya saja yang membedakan antara bank 
syari’ah dan konvensional”
4. Abdurrahman Yusuf, M.Pd.I20
Bapak Abdurrhaman, M.Pd.I merupakan Tokoh Agama yang 
cukup dikenal di Kota Bima, selain menjadi penceramah di tengah 
tengah masyarakat, beliau juga adalah kepala Sekolah Madrasah Aliyah 
al-Ikhlas Kota Bima. Beliau cukup dikenal dengan ketajaman dalam 
menyampaikan materi keagamaan dan mengkaitkan materi itu dengan 
aspek kenyataan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan social-
kemasyarakatan. Sisi lain, beliau juga sebagai pelaku usaha dan pemilik 
beberapa pangkas rambut di wilayah Kota Bima. Dengan keahlian 
mencukur rambut sejak masa kuliah, beliau telah menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi generasi muda yang ada di Kota Bima, mereka diberi 
ruang untuk bergabung dalam lingkungan keahlian beliau.
20 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017
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Praktik usaha yang beliau jalankan dengan menggunakan 
pendekatan yang syariah, pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai 
dengan kesepakatan yang tidak memberatkan satu sama lain. Dengan 
pola demikian, usaha beliau bisa berkembang dengan pesat di Kota Bima. 
Selain sebagai nasabah Bank Konvensional, beliau juga menggunakan 
produk perbankan syariah. Dalam pandangan beliau bahwa;
“sebagai nasabah baik bank konvensional maupun bank syariah, 
saya menilai bahwa praktik mudharabah dalam bank syariah tidak 
berbeda dengan bank konvensional, anda melakukan permohonan 
peminjaman ke bank syariah dengan aqad mudharabah, semisal 
anda meminjam uang untuk usaha sebanyak 35.000.000, pada 
akhirnya anda akan mengembalikan sebanyak 50 lebih juta, sama 
hal nya dengan yang saya alami di bank konvensional. Sehingga 
saya menilai bahwa praktik mudharabah di Bank Syariah hanya 
nama saja”. 
Persepsi yang diutarakan oleh Ust Abdurrahman merupakan hasil 
pengalaman pribadi beliau dan perbandingan dengan pengetahuan 
berdasarkan ilmu fiqh muamalah. Dari pandangan di atas dapat 
dipahami bahwa praktik mudharabah yang ada diperbankkan syariah 
masih tergolong praktik yang sama dengan apa yang dilkukan oleh 
perbankan konvensional khusus pada produk pembiayaan. 
Hambatan	dalam	menggunakan	System	Profit	Sharing	Mudharabah	
dalam Perbankan Syariah di Kota Bima
Berdasarkan hasil wawancara dengan Para Tokoh Agama, maka 
didapatkan bawha hambatan dalam penggunaan Mudharabah oleh 
masyarakat Kota, antara lain:
a. Masyarakat Masih Beranggapan Bahwa Produk Perbankan Syariah 
Masih Sama Dengan Produk Perbankan Konvensional
Pernyataan demikian didasarkan pada apa yang disampaikan 
oleh beberapa tokoh agama yang masih mempersepsikan bahwa 
praktik mudharabah di perbankan syariah masih sama dengan apa 
yang dilakukan pada perbankan konvensional. Hal itulah yang 
Mengukur Rentabilitas Bank Pembangunan Daerah NTB dengan Pendekatan ROA   | 223
Volume 1, Nomor 2,  Desember 2018
menghambat penggunaan produk tersebut oleh masyarakat Kota 
Bima. Sisi lain juga, ada penilaian dari tokoh agama bahwa dalam 
konteks pembiayaan, perbankan syariah lebih berat dalam hal 
pengembalian atau angsuran, dengan itu masyarakat beranggapan 
bahwa apa yang dilakukan oleh perbankan syariah sama saja 
dengan apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Dengan 
anggapan demikian, maka secara tidak langsung system profit 
sharing mudharabah tidak maksimal dipahami dan digunakan oleh 
masyarakat Kota Bima.
b. Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Tidak Total Dipraktikan 
Dengan Teori- Teori Syari’ah, Masih Mengejar Keuntungan
Apa yang diungkapkan oleh Ust Ayub di atas merupakan antitesis 
dari apa yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Bima. 
Sangat jarang ditemukan adanya husnu dzon atau berprasangka 
baik terhadap para nasabah khusus yang meminta pembiayaan 
modal usaha. Beliau menilai dengan diberlakukan adanya jaminan 
terhadap para nasabah yang melakukan peminjaman, maka sama 
saja praktiknya dengan yang dilakukan oleh pihak perbankan 
konvensional. Sisi lain juga, untuk mengamankan pendanaan pada 
nasabah, perbankan syariah lebih mengedepankan aqad murabahah. 
Dengan itu, produk mudharabah dinilai tidak total dipraktikkan 
secara teori syariah.
c. Bank syariah masih belum memisahkan diri dari bank induk atau 
bank konvensional
Penilaian ini telah mengakibatkan adanya persepsi masyarakat 
bahwa produk dalam perbankan syariah sama saja dengan apa yang 
ada dalam perbankan konvensional seperti system profit sharing 
mudharabah.
d. SDM Yang Ada Dalam Perbankan Syariah Rata Rata Dari SDM 
Umum Yang Diberikan Short Cours Tentang Aplikasi Perbankan 
Syariah dan Tidak Mendalam Terkait Filosofis Perbankan Syariah
Tokoh Agama menilai bahwa terhambatnya penggunaan system 
profit sharing mudharabah disebabkan Sumber Daya Manusia yang 
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ada dalam perbankan Syariah tidak diberi ruang yang luas dalam 
mendalami teori-teori perekonomian syariah, mereka hanya diberi 
short course atau belajar singkat terkait dengan aplikasi keuangan 
syariah. Dan itu, dinilai mereka kurang memahami filosofis 
pengelolaan keuangan secara syar’i. Maka, secara umum hal ini 
dinilai menjadi penghambat kurang berkembangnya mudharabah 
di perbankan syariah di Kota Bima.   
e. Pihak Perbankan Syariah Akan Menggandeng Para Tokoh Agama 
Jika Ada Moment Moment Tertentu;
Ini yang diungkapkan oleh Salah Satu Tokoh Agama di atas, 
bahwa peran para Tokoh Agama dalam mensosialisasikan produk-
produk perbankan syariah dinilai momentum. Padahal, peran 
mereka sangat sentral untuk meyakinkan masyarakat untuk beralih 
pada produk-produk perbankan syariah salah satunya adalah system 
profit sharing mudharabah. Selain itu, jika digantung Tokoh Agama 
secara intens, maka kedua belah bisa pihak bisa saling melengkapi 
dalam konteks aplikasi mudharabah.
KESIMPULAN
Berdasarkan pada temuan lapangan dalam penelitian ini, peneliti 
menarik kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Persespsi Tokoh Agama terhadap System Profit Sharing Mudharabah 
dalam Perbankan Syariah Di Kota Bima antara lain, mudharabah 
masih dipraktikkan secara konvensional dan semata mata mencari 
keuntungan dan tidak sepenuhnya merujuk pada apa yang di syariat 
dalam Agama Islam;
2. Hambatan dalam penggunaan System Profit Sharing Mudharabah 
dalam Perbankan Syariah Di Kota Bima bahwa masyarakat masih 
beranggapan mudharabah dan produk sharing lainya dalam 
perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan 
dalam perbankan konvensional, sehingga mereka merasa tidak 
perlu lagi memindahkan keunganya dalam perbankan syariah. 
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